BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis berpendapat sebagali
berikut:
5.1. Kesimpulan

1. Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) dalam UUD
1945. Hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara yang memiliki
implikasi besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Proses pembentukan
peraturan yang baik, akan mengakibatkan peraturan yang baik. Sehingga diperlukan
pengaturan yang jelas agar proses pembentukan suatu peraturan.

2. Metode omnibus law memiliki beberapa kekurangan dan dampak negatif apabila
penggunaannya tidak didasarkan pada regulasi yang jelas. Untuk mengantisipasi
terjadinya dampak-dampak negatif dan kekurangan dari metode omnibus, diperlukan
suatu pembatasan atau melimitasi penggunaan metode omnibus law dengan
menetapkan suatu kriteria tertentu. Sebagaimana metode omnibus law merupakan suatu
konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari negara lain,
Indonesia perlu berkaca dan mengadopsinya secara menyeluruh. Seperti halnya di
beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jerman yang
menggunakan metode omnibus law untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti
tumpang tindih peraturan dan hyper regulation. Negara-Negara tersebut memiliki
pengaturan yang konkrit terkait dengan kriteria omnibus law untuk melimitasi
penggunaan metode ini.

3. Praktik penggunaan metode omnibus law di Indonesia pertama kali tercermin dalam
pembentukan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat
oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat, kemudian
disahkan UU 13/2022 yang kemudian mengatur mengenai omnibus law di Indonesia.
Secara sah menurut hukum, metode omnibus law telah dapat berlakukan. Belum genap
1(satu) tahun UU 13/2022 disahkan, kemudian UU Kesehatan disahkan dengan
menggunakan metode omnibus law. Berkaca pada, UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan,
keduanya memicu polemik di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menjadi preseden
buruk bagi penggunaan metode omnibus law di Indonesia. Sebagaimana analisis

Penulis, UU Cipta Kerja belum memenuhi kriteria-kriteria yang diusulkan oleh Penulis,
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begitu pula dengan UU Kesehatan yang belum seluruhnya memenuhi kriteria-kriteria

yang diusulkan Penulis.
5.2. Saran

Saran Penulis terhadap pengaturan kriteria penggunaan metode omnibus law di
Indonesia adalah agar segera mengesahkan peraturan pelaksana tentang penggunaan metode
omnibus law di Indonesia. Pengaturan mengenai kriteria penggunaan metode omnibus law

yang disarankan oleh Penulis, yaitu :

1. Metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mencakup pasal-pasal yang saling berkaitan (berhubungan) dengan tujuan tertentu.

2. Metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat
mengatur topik tertentu, seperti topik terkait program pembangunan yang diusulkan
pemerintah harus segera diatur dalam hukum positif Indonesia.

3. Penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
harus memecah satu omnibus law yang dianggap terlalu gemuk/banyak ke beberapa
omnibus law ditambahkan dengan adanya ketentuan jumlah rancangan undang-undang

tertentu yang sesuai dengan batas penalaran yang wajar.
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